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BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM SMK TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MANGGARAI ST. PETRUS RUTENG

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI DENGAN
SMK TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA ST. PETRUS RUTENG
TENTANG
KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

No. Bawaslu Kab. Manggarai : 0{2/PM.04/K.NT-08/08/2022
No. SMK Teknik Komputer Dan
Informatika St. Petrus Ruteng

Pada hari ini, Sabtu Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua
bertempat di Ruteng, dalam rangka kerjasama Pengawasan Partisipatif di Wilayah Kabupaten
Manggarai Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 berdasarkan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka kami yang bertanda
tangan di bawah ini:

1. Marselina Lorensia, M.Pd selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Manggarai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Manggarai (Bawaslu Kab. Manggarai), berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 17
Ruteng.

2. Robertus Generosus Onggot, A. md selaku Kepala Sekolah SMK Teknik Komputer Dan
Informatika St. Petrus Ruteng, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Teknik
Komputer Dan Informatika St. Petrus Ruteng berkedudukan di Jalan Jagu Rowang, Waso,
Watu, Kec. Langke Rembong

Selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa Pemilihan Umum serentak Tahun 2024 serta Pemilihan Kepala Daerah Serentak wajib
diawasi oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota serta jajarannya ditingkat
bawah.
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Bahwq Organisasi Masyarakat Sipil, Lembaga Keagamaan, Perguruan Tinggi, Organisasi
Profesi dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda menmiliki keterkaitan tugas dan peran di
dalam mengawasi proses penyelenggaraan dan berpartisipasi secara akif.

B.ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2
dipandang perlu untuk menetapkan Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten Manggarai dengan SMK Teknik Komputer Dan Informatika St. Petrus
Ruteng.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan antara lain sebagai berikut:

1.

1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239);
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan
Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pedoman
Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan
Penyelenggaraan Pemilihan Umum

BAB |
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1
Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan landasan kerja sama Pengawasan
Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten
Manggarai.
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